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PRINSIP KEMANDIRIAN NOTARIS DALAM 




A notary is expected to be honest, accurate, independent, impartial, and able to 
keep the clients interest in legal act of Article 16 (a) of UUJN. What it means 
by independence is that a notary in doing his notarial duty should be neutral 
and impartial. The independence of a Notary is reflected in the skill and 
supported by science, experience, sophisticated skill, and good moral integrity. 
A notary must know the scope of his authority, obey the prevailing regulations, 
and know what he can do and what he cannot do. The sanctions imposed on a 
notary are administration sanction, civil sanction, and criminal sanction, as it 
is stipulated in Article 84e and Article 85 of UUJN, while criminal sanction, 
stipulated in Article 63, paragraph 2 of the Penal Code, states that when there 
is a criminal act which can be criminalized according to specific crime, 
besides general crime, the specific crime is used.  
Kata Kunci : Independence of a Notary. 
 
I. Pendahuluan 
 Notaris dapat dipandang sebagai figur yang sangat penting dan 
dibutuhkan oleh masyarakat karena keterangan-keterangan yang tertuang 
dalam akta Notaris harus dapat dipercaya, diandalkan, dapat memberikan 
jaminan sebagai alat bukti yang kuat, dan dapat memberikan perlindungan 
hukum bagi masyarakat. Agar suatu tulisan mempunyai nilai bobot akta otentik 
yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang membawa konsekuensi logis, 
bahwa pejabat umum yang melaksanakan pembuatan akta otentik itupun harus 
pula diatur dalam undang-undang
1
. 
Seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap 
professional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa 
melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik 
Profesinya yaitu Kode Etik Notaris.
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Kemandirian Notaris dalam menjalankan jabatannya, berada dalam 
kedudukan yang netral dan tidak memihak, artinya berada di luar para pihak 
yang melakukan hubungan hukum tersebut dan bukan sebagai salah satu pihak 
dalam hubungan hukum itu. Dalam fungsinya yang demikian dapat dikatakan 
bahwa Notaris adalah aparat hukum, tetapi dia bukanlah penegak hukum. Maka 
Notaris harus bersikap mandiri dan independen, perkataan independen dalam 
hal ini terkandung banyak pengertian, diantaranya ialah : independensi 
structural (institusional structural or institusional independence), independensi 
funsional (fungsional independence), independensi financial (financial 
independence),independensi administratif (administratif independence). 
 Notaris dikatakan independen secara structural, apabila organ 
jabatannya secara kelembagaan berdiri sendiri diluar struktur organisasi Negara 
atau pemerintah tertentu. Misalnya, sejauh mana organ jabatan Notaris berada 
didalam atau diluar structural Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia 
republik Indonesia. Namun Notaris dapat juga dikatakan independen secara 
fungsional apabila misalnya, meskipun secara kelembagaan berada dibawah 
atau didalam organisasi pemerintah, tetapi dalam menjalankan fungsinya ia 
bebas dan merdeka serta tidak dapat diintervensi bahkan oleh para pejabat 
pemerintah yang terkait sekalipun. Elemen lain yang dapat dijadikan ukuran 
independensi itu adalah keuangan. Sejauh mana organ jabatan Notaris dapat 
mengatur dan mengurus sendiri keuangan mereka, maka hal itu dapat pula 
disebut independensi.  
Demikian pula dengan administrasi kepegawaian dan sebagainya, 
apabila organ yang bersangkutan sama sekali tidak terkait dengan system 
administratif pemerintah, termasuk dalam sosial pengangkatan dan 
pemberhentian pegawainya, maka organ jabatan yang bersangkutan  serta tidak 
terpengaruh terhadap keinginan pihak-pihak tertentu. 
Apabila Notaris memenuhi keempat ciri independensi tersebut, maka 
tentunya dapat dikatakan bahwa Notaris memang sudah independensi penuh. 
Oleh karena itu, Notaris tidak mempunyai kehendak  (wilsvorming) untuk 
membuat akta untuk orang lain, dan Notaris tidak akan membuat akta apapun 
                                                                                                                                                         
 




jika tidak ada permintaan atau kehendak dari para pihak, dan Notaris bukan 
pihak dalam akta 
3
. 
Akta Otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai 
peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Menurut 
Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam 
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan 
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta 
dibuatnya. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai 
wewenang umum itu, artinya tidak turut para pejabat lainnya. 
Notaris mempunyai tugas utama yang berat, selain harus memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, juga harus 
mempertanggunjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya baik selama 
menjabat sebagai Notaris maupun sesudah pensiun jadi Notaris. Karena akta 
yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris adalah akta otentik dan 
keotentikannya bertahan terus, bahkan sampai sesudah Notaris itu meninggal 
dunia, tanda tangannya pada akta itu tetap mempunyai kekuatan hukum, 
walaupun Notaris tersebut tidak dapat lagi menyampaikan keterangannya 
mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu.  Notaris melalui 
akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, terkandung suatu beban dan 
tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Seorang 
Notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat 
dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah 
jabatan Notaris. Seorang Notaris dalam memberikan pelayanan, harus 
mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati 
nurani. 
Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat 
dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Notaris harus mempertimbangkan 
dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, meneliti 
semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau 
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pernyataan para pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan 
hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. Pertimbangan tersebut harus 
memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan 
timbul dikemudian hari. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian 
terhadap prinsip kemandirian Notaris dalam pembuatan akta otentik. 
 
A. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di 
atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah: 
1. Bagaimana wujud dari pelaksanaan prinsip kemandirian Notaris dalam 
pembuatan akta otentik ? 
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam menjunjung tinggi prinsip 
kemandirian Notaris dalam pembuatan akta otentik? 
3. Bagaimana akibat hukum serta perlindungan hukum apabila terjadi 
pelanggaran prinsip kemandirian oleh Notaris 
Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui wujud dari pelaksanaan prinsip kemandirian Notaris 
dalam pembuatan akta otentik ? 
2. untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris dalam 
menjunjung tinggi prinsip kemandirian Notaris dalam pembuatan akta 
otentik? 
3. untuk mengetahui bagaimana akibat hukum serta perlindungan hukum 
apabila terjadi pelanggaran prinsip kemandirian oleh Notaris? 
 
 
II. Metode Penelitian 
 
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian 
yuridis normatif. Dimana metode penelitian yuridis normatif adalah metode 




meneliti pasal-pasal yang ada ataupun meneliti segala hal-hal yang 
berhubungan tentang norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-
undangan. 
Untuk mendapatkan hasil yang obyektif dan dapat dibuktikan 
kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka alat 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi 
pustaka (library research ) atau dengan kata lain dengan pengumpulan data-
data sekunder (data-data yang sudah diolah) dan dapat diperoleh melalui: buku-
buku, jurnal,majalah dan surat kabar, maupun internet. 
Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah mengikat dan yang 
sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam 
yuresprudensi dan Putusan Pengadilan Negeri Medan 
No.2601/pid.B/2003/PN.Medan 
b. Bahan Hukum Skunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang belum mengikat seperti 
yang termuat dalam beberapa artikel. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Berupa kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar 
dan jurnal-jurnal hukum serta laporan ilmiah dan internet. 
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 




Notaris di dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat 
umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak 
memihak dan mandiri (independensi), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan 
sebagai salah satu pihak”. Notaris selaku pejabat umum didalam menjalankan 
fungsinya memberikan pelayanan kepada menyangkut antara lain di dalam 
pembuatan akta otentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan. 
Notaris sekalipun ia adalah aparat hukum bukanlah sebagai “penegak hukum”, 
Notaris sungguh netral tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang 
berkepentingan. Kemandirian seorang Notaris tercermin dari keahlian yang 
dimiliki serta didukung oleh ilmu pengetahuan, pengalaman dan memiliki 
ketrampilan yang tinggi serta memiliki integritas moral yang baik. 
Kemandirian seorang Notaris terletak pada hakekatnya selaku Pejabat 
umum, hanyalah mengkonstatir atau merelateer atau merekam secara tertulis 
dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, Notaris 
tidak berada didalamnya, ia adalah orang luar, yang melakukan perbuatan 
hukum itu adalah pihak-pihak yang membuat serta yang terikat dalam dan oleh 
isi perjanjian. Notaris harus mengetahui batas-batas kewenangannya dan harus 
mentaati peraturan hukum yang berlaku serta mengetahui batas-batas sejauh 
mana ia dapat bertindak apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. 
Notaris juga perlu bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah dan para 
pihak terkait demi tercapainya tujuan hukum, sebab pada dasarnya seorang 
Notaris tidak dapat melakukan pekerjaannya sendiri dengan sempurna tanpa 
keterlibatan pihak-pihak lain. 




Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka keluhuran serta 
martabat jabatan Notaris harus dijaga, baik ketika menjalankan tugas jabatan 
maupun perilaku kehidupan Notaris sebagai manusia secara langsung maupun 
tidak langsung mempengaruhi martabat jabatan Notaris. Sehingga wujud dari 
kemandirian Notaris itu tercermin dalam menjalankan tugas dan jabatannya, 
dimana hasil dari pekerjaan  Notaris itu sendiri (dalam hal pembuatan akta 
otentik, atau dalam hal menjalankan kewenangannya sebagai Notaris), Notaris 
tersebut bekerja secara benar dan professional sesuai dengan perintah Undang-
Undang, tanpa ada pengaruh dan paksaan, dari pihak-pihak lain. Sehingga akta 
yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak menimbulkan sengketa bagi para pihak 
yang menghadap dikemudian hari, serta tidak ada timbul tuntutan hukum 
akibat dari pembuatan akta itu sendiri dan tidak memberikan keuntungan untuk 
satu pihak saja. Memang kewenangan Notaris itu terbatas, akan tetapi akibat 
dari perilaku hidup dimasyarakat mengharuskan Notaris itu diharapkan mampu 
memberikan solusi  dalam menjawab segala persoalan hukum yang timbul, 
berdasarkan pengetahuan hukum yang dimilikinya. Sebab berdasarkan 
kewenangan yang ada pada Notaris sudah saatnya untuk berada selangkah di 
depan dalam mengantisipasi kemajuan zaman dan melakukan pembaharuan. 
Oleh karena itu Notaris harus mampu menjadi penasihat hukum bagi setiap 
orang yang datang menghadap kepadanya demi memberikan saran dan 
jawaban dari persolan hukum yang terjadi, seiring dari tujuan yang akan 
dicapai dari keberadaan lembaga Notariat adalah untuk menjamin kepastian, 
ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam lalu lintas hukum 
kehidupan masyarakat. 




Semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala 
konsikuensinya dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma 
hukum yang mendasarinya. 
Tanggung jawab ini tidak hanya pada proses pembuatan akta otentik, 
sampai dengan terwujudnya akta otentik tersebut, namun juga timbul pada saat 
setelah akta otentik terbentuk, yang menimbulkan permasalahan hukum, yang 
disebabkan ketidak absahan akta tersebut. Pertanggunjawaban Notaris juga 
terjadi apabila Notaris melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap 
persyaratan pembuatan akta yang konsekuensi finalnya akta tersebut 
dinyatakan tidak sah. Jadi, dalam hal akta yang diterbitkan oleh Notaris 
tersebut kemudian terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, yang disebabkan 
oleh kesalahan Notaris akibat pelanggaran persyaratan dalam pembuatannya, 
maka tetap menjadi tanggung jawab Notaris. 
Aspek pertanggungjawaban Notaris timbul karena adanya kesalahan 
yang dilakukan di dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu 
menimbulkan kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan Notaris., 
artinya untuk menetapkan seorang Notaris bersalah yang menyebabkan 
pergantian biaya, ganti rugi, dan bunga, disyaratkan bilamana perbuatan 
melawan hukum dari Notaris tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan 
pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dari sudut pandang keperdataan, 
administratif maupun sudut pandang hukum pidana. 




Maka akibat hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris 
terhadap prinsip kemandirian Notaris dalam menjalankan fungsinya 
sebagaimana diatur dalam UUJN ialah: 
Sanksi Keperdataan 
Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan 
yang,  terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum 
onrechtmatige daad. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga 
merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap 
apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah 
tangan atau akta batal demi hukum. 
Sanksi Administratif 
Di samping sanksi keperdataan yang dijatuhkan terhadap Notaris yang 
telah melakukan pelanggaran hukum, terhadap Notaris tersebut dapat 
dijatuhkan sanksi administrasi. Mengenai sanksi administrasi bagi Notaris yang 
melakukan kesalahan dapat dilihat di dalam Pasal 85 UUJN ditentukan ada 
lima jenis sanksi administratif yaitu: 
1. teguran lisan, 
2. teguran tertulis,  
3. pemberhentian sementara, 
4. pemberhentian dengan hormat, 
5. pemberhentian tidak hormat.4 
 Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara terjenjang mulai dari teguran 
lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Penjatuhan sanksi-sanksi 
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tersebut dilakukan hanya apabila Notaris terbukti melanggar ketentuan-
ketentuan pasal-pasal tertentu sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 
UUJN. 
C. Sanksi Pidana 
Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang 
batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi 
rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan Notaris 
juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUH Pidana.  
Pasal-pasal yang seiring digunakan untuk menuntut Notaris dalam 
pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak 
pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUH Pidana. 
Berdasarkan Pasal-Pasal yang  yang tertera tersebut, ternyata Notaris selaku 
pejabat umum juga dapat dikenakan tuntutan pidana, baik berdasarkan Pasal-
Pasal tentang pemalsuan surat maupun Pasal-Pasal lain yang berkaitan dengan 
tugas jabatannya sebagai Notaris, bahkan juga dijatuhi hukum pidana penjara 
asalkan saja perbuatan itu memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang 
tertuang dalam Pasal-Pasal yang dituduhkan. 
 
IV. Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan 
1. Kemandirian seorang Notaris tercermin dari keahlian yang dimiliki serta 
didukung oleh ilmu pengetahuan, pengalaman dan memiliki keterampilan 
yang tinggi serta memiliki integritas moral yang baik. Notaris harus 
mengetahui batas-batas kewenangannya dan harus mentaati peraturan 




hukum yang berlaku serta mengetahui batas-batas sejauh mana ia dapat 
bertindak apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.  
2. Tanggung jawab Notaris dalam undang-undang jabatan Notaris (UUJN) 
dan berdasarkan kode etik Notaris dimaksudkan sebagai keterikatan 
Notaris terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan tugas 
dan kewajibannya. Dalam pengertian bahwa, semua perbuatan Notaris 
dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala 
konsikuensinya dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-
norma hukum yang mendasarinya. Tanggung jawab ini tidak hanya pada 
proses pembuatan akta otentik, sampai dengan terwujudnya akta otentik 
tersebut, namun juga timbul pada saat setelah akta otentik terbentuk, yang 
menimbulkan permasalahan hukum, yang disebabkan ketidak absahan akta 
tersebut. Pertanggunjawaban Notaris juga terjadi apabila Notaris 
melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap persyaratan 
pembuatan akta yang konsekuensi finalnya akta tersebut dinyatakan tidak 
sah. Jadi, dalam hal akta yang diterbitkan oleh Notaris tersebut kemudian 
terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, yang disebabkan oleh 
kesalahan Notaris akibat pelanggaran persyaratan dalam pembuatannya, 
maka tetap menjadi tanggung jawab Notaris.  
3. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut memungkinkan 
Notaris Berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum (legal 
responsibility) baik secara perdata, administratif maupun pidana. Maka 




akibat hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap 
prinsip kemandirian Notaris dalam menjalankan fungsinya sebagaimana 
diatur dalam UUJN. karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana, maka apabila terjadi 
pelanggaran pidana Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat 
dalam KUH Pidana, sementara sanksi administratif tertuang dalam pasal 
85 UUJN dan sanksi perdata tertuang didalam pasal 84 UUJN. Disamping 
sanksi –sanksi yang dikenakan terhadap Notaris, tapi dalam hal ini Notaris 
dapat perlindungan hukum juga. Perlindungan yang diberikan oleh hukum 
yaitu perlindungan atas hak Notaris yang merupakan hasil transformasi 
kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam lembaga 
pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris dapat dihormati , 
dilindungi dan dipatuhi. Agar perlindungan hukum terhadap Notaris dapat 
dijalankan secara efektif, maka perlu disediakan upaya hukum, yang 
meliputi upaya hukum non yudisial, yaitu dengan melakukan hal-hal yang 
oleh aturan dibenarkan untuk dilakukan maupun upaya hukum dengan 
melalui jalur yudisial atau melalui peradilan. Upaya hukum non yudisial 
meliputi upaya hukum yang bersifat preventif atau pencegahan agar 
pelanggaran terhadap hak Notaris dapat terhindarkan, yang dilakukan 
dengan memberikan peringatan, teguran, somasi, keberatan, pengaduan 
kepada pejabat eksekutif. Sedangkan apabila pelanggaran hukum telah 
terjadi, maka upaya hukum tidak lagi bersifat preventif, tetapi menjadi 
bersifat korektif karena tujuannya adalah melakukan koreksi terhadap 
akibat akibat yang terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh 




pelanggar hak. Upaya hukum korektif dapat bersifat non yudisal karena 
melibatkan lembaga non peradilan sebagai misal pejabat administrasi 
Negara. Sedangkan yang lain adalah upaya hukum korektif yang dilakukan 
oleh lembaga yudisial sehingga telah memasuki proses penegakan hukum  
law enforcement. 
B. Saran. 
1. Dalam hal Notaris selaku pejabat umum, untuk menjunjung tinggi profesi 
tersebut maka Notaris diharapkan selalu harus bersikap mandiri dan 
independent serta tidak terpengaruh terhadap keinginan pihak-pihak 
tertentu demi tercapainya tujuan hukum yang diharapkan masyarakat dari 
idealisme, martabat dan integritas seorang pejabat umum yaitu Notaris. 
2. Bahwa seorang pejabat umum atau Notaris yang profesional harus jujur 
dan penuh tanggungjawab dan selalu menjungjung tinggi kode etik 
Notaris. 
3. Demi tercapainya kepastian hukum, sudah sewajarnya Undang-Undang 
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris lebih mempertegas sanksi 
pidana untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang timbulkan 
oleh profesi Notaris itu sendiri maupun pribadi Notaris itu sendiri. Dan 
begitu juga dengan perlindungan hukum bagi Notaris dalam hal 
menjalankan fungsinya sebagai pejabat umum harus benar-benar 
terlindungi dan tidak ada campur tangan dari pihak lain. 
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